PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A
NOMOR 51 TAHUN 1980
TENTANG
PENETAPAN KEMBALI/PENYESUAIAN PENSIUN POKOK
BEKAS PEJABAT NEGARA

Presden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa berhubung dengan adanya perubahan ketentuan-ketentuan mengenai pensiun
bekas Pgabat Negara meka dipandang perlu dilakukan  penetapan
kembali/penyesuaian pensun pokok bagi bekas Pgabat Negara yang dipensunkan
sebeum tanggal 1 Januari 1981

Mengingat : 1. Pasal 5ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawa dan Pensiun
Janda/Duda Pegawa (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2906);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak KeuangarVAdministratif
Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3182);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 tentang Kedudukan Keuangan Menteri
Negara Republik Indonesa (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 14);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangary
Adminigtratif Kepala DagrabVWakil Kepala Daerah dan Bekas Kepda
DaeralVBekas Wakil Kepda Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara
Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Ggi Kehormatan Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara
Tahun 1980 Nomor 72);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangar/ Adminigtratif Kepala
DaeraVWakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala DagraVWakil Kepaa Daerah
serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 76);
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Menetapkan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangary
Adminigtratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Jandal Dudanya
(Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3184);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN
KEMBALI/PENY ESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PEJABAT NEGARA.

Pasal 1

(2 Terhitung mulai tangga 1 April 1981

a

Pensiun pokok bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota
Lembaga Tinggi Negara yang dipensunkan sebelum tanggal 1 Januari 1981 ditetapkan
kembali/disesuaikan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangar/ Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga
Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3182)jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1980 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerinteh Nomor 15 Tahun 1974 tentang Ggi/Gaii
Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 72);

Pensiun pokok bekas Menteri Negara yang dipensiunkan sebeum tangga 1 Januari
198 1, ditetgpkan kembali/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 14) jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak KeuangaVAdminigtratif Menteri Negara dan
Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3184);

Pensun pokok Bekas Kepda Dagrah dan Bekas Wakil-Kepala Daerah yang
dipensunkan sebelum 1 Januari 1981, ditetapkan kembali/disesuaikan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak KeuangarVAdminigtretif
Kepaa DaerahVWakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daeral/Bekas Wakil Kepala
Dagerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3160)jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980
tentang Perubahan aas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak
KeuangarVAdminigratif Kepaa DaeraVWekil Kepaa Daegrah dan Bekas Kepala
Daera/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 76).
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2 Ketentuan sebagaimana dimeksud dalam ayat (1) huruf a, berlaku bagi bekas Ketua dan bekas
Anggota Badan Pekerja Komite Nasiond Indonesia Pusat.

() Pensiun pokok janda/duda/anak bekas Pejabat Negara sebagaimana dimeksud dalam ayat (1)
serta pensiun pokok janda/duda/anak bekas Ketua dan bekas Anggota Badan Pekerja Komite
Nasond Indonesa Pusat sebagamana dimeksud ddam aya (2) ditetgpkan
kembali/disesuaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

Penetapan kembdi/penyesuaian pensun pokok mereka sebagaimana dimeksud ddam Pasd 1,
ditetgpkan dengan keputusan Kepada Badan Adminigtras

Kepegawaian Negara.
Pasal 3

Di atas pensun pokok, kepada bekas Pgjabat Negara serta janda/duda/anaknya diberikan tunjangan
pangan dan tunjangan lain yang berlaku bagi pensunan Pegawal Negeri.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Presiden.

Pasal 5
Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan
dan Kepala Badan Adminigras Kepegawaian Negara bak secara bersama-sama maupun secara
sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku padatangga 1 April 1981.
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Agar supaya setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesa

Ditetapkan di Jakarta

padatangga 27 Desember 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jekarta
padatanggal 27 Desember 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SUDHARMONGO, SH.
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